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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1261, 2020 KEMEN-LHK. Pengelolaan. Hutan Produksi
Lestari. Verifikasi Legalitas Kayu. Penilaian
Kinerja.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
TENTANG
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN, HAK PENGELOLAAN,
HUTAN HAK, ATAU PEMEGANG LEGALITAS
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung perbaikan tata kelola
kehutanan dan untuk meningkatkan perdagangan kayu
legal perlu mengatur ketentuan penilaian kinerja
pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas
kayu;

b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/
3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak,
telah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
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Mengingat :

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau

Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5512);



10.

11.

12.

13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara
Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan
Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan
Produk Kayu ke Uni Eropa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 209);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-1I/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Izin
Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 133);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1663);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang
Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal
dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1765) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.48/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang
Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal
dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1130);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang
Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perhutani (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 899);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari
Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1488);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari
Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang
Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
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20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020
tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1097);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS
KAYU PADA PEMEGANG IZIN, HAK PENGELOLAAN, HUTAN
HAK, ATAU PEMEGANG LEGALITAS PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam
yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin
untuk memanfaatkan kayu alam pada Hutan Produksi
yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau
penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan,
dan pemasaran hasil hutan kayu;

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan
Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat [UPHHK-
HTI adalah izin wusaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman
pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan,
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan
pemasaran;

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan
Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat ITUPHHK-
HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan
berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan
produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat

atau perorangan dengan menerapkan teknik budi daya



